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TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor
21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2018 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA  KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja
PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2023.
Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai
dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan
Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV PENUTUP



(2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Sosial;

f.  Dinas Tenaga Kerja;

g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. Dinas Ketahanan Pangan;

i.  Dinas Lingkungan Hidup;

j- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;

p—

Dinas Perhubungan;

m. Dinas Komunikasi dan Informatika;

n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
p. Dinas Pemuda dan Olahraga;

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

r. Dinas Perikanan;

s. Dinas Pariwisata;

t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

u. Dinas Perkebunan;

v. Sekretariat Daerah;

w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

x. Inspektorat;

y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;

z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;

aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

gg. Kecamatan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022
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BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa
dengan segala Rahmat dan izin-Nya Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 telah
selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa
kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan
akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem
pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada
Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya
pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan melaksanakan 9 Program dan 15 Kegiatan serta 21 Sub Kegiatan,
dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan
yang capaiannya kurang baik. Mengenai rencana Kerja tersebut akan diuraikan
dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diupayakan
lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-
kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa
selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Padang Tujuh, Juli 2022
Ke

Asri Hamdi, ST
Pembina / IV.a
NIP. 19761123 200501 1 012
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pembangunan merupakan proses dan upaya untuk melakukan

perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan yang
dilaksanakan mencapai hasil yang telah ditetapkan diperlukan suatu
perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu yang mencakup semua
aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan
daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam memetakan potensi yang
ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alan dan lingkungan, sehingga
strategi yang dirumuskan melalui implementasi sistem perencanaan dapat
dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan
yang bersifat operasional sekaligus merupakan pedoman kerja untuk
menterjemahkan dan mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan
sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis dalam
menjembatani perencanaan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026
dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan OPD
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Renja OPD juga memberikan jaminan terhadap keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta menjadi salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
OPD untuk mengetahui capaian kinerja .

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2023 berisikan dokumen perencanaan yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis
operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan
kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung kebijakan
pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibidang perumahan dan kawasan
permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
mempunyai tugas antara lain perumusan kebijakan teknis bidang perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan.



Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun
secara partisipatif dan demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran
strategis dalam memenuhi kebutuhan dan menyikapi isu yang berkembang untuk
kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Tahapan
selanjutnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan juga disusun secara terpadu dengan memperhitungkan standar
pelayanan minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman terdapat dua jenis pelayanan yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan OPD dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta
mengevaluasi rencana yang telah disusun.

1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan berikut:

. Undang=Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

17.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7);

18.Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat
tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun s2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);



22.Peraturan Bupati Pasaman Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

23.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

24. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan
Dan Kawasan Pemukiman

25. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/729/Bup.Pasbar
Tahun 2021 tentang Kawasan Kumuh

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ( Renja | OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan maksud untuk
menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang berisikan program
dan kegiatan yang terukur sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta sebagai perangkat untuk

menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini antara lain
sebagai berikut :

1. Sebagmpedomandalammelakaannkanpmgmmdankegmtandalamrangka
mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1
(satu) tahun.

2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

3. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel,
responsif, partisipatif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta sebagai tolok
ukur kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat.

5. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Mengingat arti strategis Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung
awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja {(Renja) Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 mengikuti tata

cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

memuat ketentuan antara lain:

1. Memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai
dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
OPD.

2. Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan menjamin kesesuaian
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju
yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja).



3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil
evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjala, bertujuan untuk memastikan
bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun
pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran Renstra.

4. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) harus
sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD
serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati
oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

5. Renja setidaknya memuat pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja)
tahun lalu, tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan dan penutup.

6. Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD
dan menjadi rancangan RKPD pemerintah daerah.

Adapun sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD dapat
diuraikan sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang; memuat gambaran umum penyusunan
rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD,
proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD
dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan
Renja provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.

.2 Landasan Hukum; memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran OPD.

[.3 Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari penyusunan Renja OPD.

[.4 Sistimatika Penulisan; menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra
OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, memuat kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja
yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,
memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal
kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Developmnet Goals); tantangan dan peluang dalam



BAB IV

BABV

2.4

2.5

meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian
mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan
pelaksanaan musrenbang.

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.

Tujuan dan sasaran Renja OPD, didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan,
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika
rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGEAT DAERAH
Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing
program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas
pembangunan Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam
pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB 1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPKPP Tahun Lalu dan Capaian Renstra

DPKPP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah
program=program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja
OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD.
Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran
berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 19
(Sembilan belas) kegiatan serta 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan. Sedangkan
pada tahun 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan serta 30
(tiga puluh) Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021
berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang
kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan pada tahun sebelumnya serta tahun yang akan
datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai
berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil /keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program /kegiatan;

S. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan tahun 2021 serta perkiraan capaian
kinerja tahun berjalan (TA 2022) sebagaimana Tabel 2.1.1 (Tabel TC.29) berikut
ini :



Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Capalian Target
Urusan/Bidang | Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan Tahun Program Renstra Perangkat
Urusan Kinerja Capaian Kinerja 2021 dan Daerah s/d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil Kegiatan | _ 2033
Daerah dan [(Outcome)| (Renstra |Program dan| T1arsct Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
KODE Program / / Perangkat Keluaran Renja Renja Perangkat Capaian Cc
apaian
Kegiatan/Sub | Kegiatan | Daerah) Kegiatan Perangka | Perangkat | Tingkat Daerah Program |o o alisasi
Kegiatan (Output tahun s/d t Dacrah Daerah Realisa Tahun dan Target
2026 Tahun 2020 | Tahun Talan = 2022) Keglatan | oo netra
2021 2021 s/d (%)
Tahun
1 2 3 4 s (-] 7 8=7/6 ] 10=5+7+9 11=10/4
PROGRAM Calkupan
PENUNJANG pelayanan
o4 |01 URUSAN penunjan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
PEMERINTAH |gurusan
Administrasi |meningka
Keuangan tnya
Perangkat pelayanan
Daerah administr
asi
o4 |01 | 2,02 perencana 100% 100% 100% 100% 1009% 100% 300% 300%
an,
kinerja
keuangan
dan
administr
Administrasi |Meningka
Barang Mililk tnya
Daerah pada pelayanan
Peranglkat administr
Daerah asi
04 |01 | 2.03 perencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
an,
kinerja
keuangan
dan
administr
Administrasi |Meningka
HKepeoegawaian tnya
Perangkat pelayanan
Daerah administr
asi
04 |01 | 2,08 perencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
an,
kinerja
keuangan
dan
administr




T O I TEEIT TUC eI T ST

Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Capaian Target
Urusan /Bidang Kinerja Target Program dan Kegiatan Tahun Program Renstra Perangkat
Urusan Indikator Kinerja| Capaian Kinerja 2021 dan Daerah s /d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil Kegiatan 2009
i Daerah dan {(Outcome)/ (Renstra |Program dan| Target Realisasi (Renja Realisas! Tingkat
Program/ Kegiatan Perangkat Keluaran Renja Renja Perangkat Capaian Capaian
Keglatan/Sub (Output Daerah) Kegiatan |Perangka| Perangkat | Tingkat | ..}, Program | ealisasi
Kegiatan tahun /d t Daerah | Daerah | Realisa Tahun dan Target
2021 2021 s/d (%)
Tahun
1 2 a <4 5 6 7 B8=7/6 o 10=5+7+9 11=10/4
Administrasi |[Meningkatnya
Umum pelayanan
Perangkat administrasi
Daerah perencanaan,
kinerja
keuangan dan
04|01 |2, administrasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
sarana
prasarana
perkantoran
serta penataan
organisasi
Pengadaan Meningkatnya
Barang Milik |[pelayanan
Daerah administrasi
Penunjang perencanaan
Urusan E-ﬂ.a'
Pemerintah keuangan dan
04 |01 2,07 |Daerah administrasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
sarana
prasarana
perkantoran
erta penataan
organisasi
Penyediaan Meningkatnya
Jasa pelayanan
Penunjang administrasi
Urusan perencanaan
Pemerintahan |inerja
Daerah keuangan dan
04|01 2, administrasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
sarana
prasarana
perkantoran
serta penataan
organisasi




Target Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Capaian Target
Urusan/Bidang Kinerja Target Program dan Kegiatan Tahun Program Renstra Perangkat
Urusamn Indikator Kinerja| Capaian Kinerja 2021 dan Daerah s/d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil Kegiatan | DDJ.Q
KODE Daerah dan (Outcome)/ (Rensat ra |Program dan Target Realisasi (Renja Realisasi Tingkat
Program / Kegiatan Perangkat Keluaran Renja Renja Perangkat Capaian Capaian
Kegiatan/Sub (Cutput Daerah) Kegiatan Perangka | Perangkat | Tingkat Dacrah Program Realisasi
Kegiatan tahun s/d t Daerah Daecrah Realisa Tahan dan Target
2026 Tahun 2020 Tahun Tahun si (%) 2022) Kegiatan Renstra
2021 2021 s/d (%)
Tahun
2 3 4 3 6 7 B=7/6 9 10=5+7+9 | 11=10/4

Pemelibharman |Meningkatnya
Barang Mulik pelayanan

Daarah administrasi
Penunjang perencanaan,
Urusan kinerja
Pemerintahan keuangan dan
1|0oe|o1]2.00 |Oe=R administrasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
SArana
prasarana
perkantoran
serta penataan
organisasi
PROGRAM sio penduduk
PENGEMBANG |korban bencana
yang
1|0a |02 PERUMANAN |memperolch 100% 100% 100%| 100% 100% 200% 200%

ramah layak
huni (SPM)

Pendataan resedianya
Penyediaan Data Rumah
Korban Bencana
Rehabilitasi Atau Relokasi

Rumah Program
1|04 |02 Horban Pemerint ah 00% 100% 00% 00% 100% 200% 200%
Benoana atau
Relokasi
HKabupaten /Ko
Sosialisasi Rasio Rumah
dan Persiapan |[Korban Bencana
Penyediaan yang tertangani
Rehabilitasi
1|oa|oz Rumah 00% 00% 100% 00% 00% 200% 200%




Target dan Realisasi Kinerja PoTidrean Realleas]
Target Realisasi Pro dan Keglatan Tahun Target Capaian Target
Urusan /Bidang Kinerja Target 2021 Program Renstra Perangkat
Urusan Indikator Kinerja| Capaian Kinerja dan Daerah s /d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil T ¢ Realisasi Kegiatan Realisasi
KODE Daerah dan (Outcome) / (Renstra |Program dan Renja Renja (Renja Capaian Tingkat
Program/ Kegiatan Perangkat Keluaran |, gha | Perangiat | Tingkat Perangkat Program | Capaian
Kegiatan /Sub (Output Daerah) Kegiatan t Dasrah Dasrak Realisa Daerah dan Realisasi
Kegiatan tahun s/d ot P i (%) Tahun Kegiatan Target
2026 Tahun 2020 2021 2021 2022) s/d Renstra
Tahun (%0)
2022
1 2 3 “+ 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 | 11=10/4

Pembangunan |Fasilitasi
penyediaan
rumah layalk
huni bagi
masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 200% 200%
Bencana atau |terdampak
relokasi program

pemerintah
Kabupaten /Ko kabupaten /kota

Persentase areal
kawasan kumuh 1,48 4,51 4,24% 4,24% 100%6 3,68% 459% 310%

Penataan dan |Jumlah hasil
survei dan
penetapan lokasi
perumahan dan
permukiman
kumuh

100% 4,29% 4,29% 100% 3,68% 8% B%

Calkupan
PERUMAHAN |ketersediaan

M:E_i 92.34% 86,77%| 87,74% 87,74% 100% 87,79% 262%| # VALUE!

dan Kawasan |Cakupan
Kstsrsediasn 100% 97,99| 87,74% 87,74% 100% 87,79%| 9974,53% 9975%

Kabupaten /Ko
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Perkdraan Reallsasi |
t dan Realisasi Kinexrja
Target Realisasi uwna-.l.ﬂu-.l'.ln-.. s Kegiatan Tahun Target Capaian Target
Urusan/Bidang Kinerja Target 2021 Program Renstra Peranglat
Urusan Indikator Kinerja| Capaian Kinerja dan Dasrah s/d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil T " Realisasi Kegiatan Realisasi
KODE Daerah dan (Outcome) / (Renstra |Program dan Renja Renja (Renja Capaian Tinglkat
Program/ Kegiatan Peranghkat Keluaran Perangka | Perangikat Tinglkat Peranglkat Program Capalian
Kogiatan/Sub (Output Daerah) Kegiatan t Dasrah Dasrah Realisa Daerah dan Realisani
Kegiatan tahun s/d Tah Tahun i (%6) Tahun Kegiatan Target
2026 Tahun 2020 202 2021 2022 a/dA4 Renstra
Tahun (96)
== 2022 =
- 5 -] 7 B8=7 /6 =) 10=58+7+9 11=10/4
1|04 |Oo8 0.95% 0, 15%6 0, 15% 100% 0,4 1%6 0,86% | # VALURI
o4 |Oos 100% 0, 15% 0, 15% 100% 0,41%6 0,86% Yo
oa |0oa 5% 0% 0% | # DIV/0! 50% 50,00% 839%
o4 | O 100%6 O%6 O%:| e DIV/O0! 50%6 S50,00% B50%6
= o3 100%6 O0O%6 100%6 O0%6 100%6 O0%6 300, 00%6 300%6
—
2|31 o2
100% 00% 100%6 00% 100%6 00% 300,00% 300%
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Target

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun

Target

Perkdraan Realisasi |
Capaian Target

ganti rugi tanah

Urusan/Bidang Kinerja Target 2021 Program Renstra Perangkat
Urusan Indikator Kinerja| Capaian Kinerja dan Daerah s/d Tahun
Pemerintahan Program Program Hasil T t Realisasi Kegiatan Realisasi
KODE Daerah dan (Outcome)/ (Renstra |Program dan Renja Renja (Renja Capaian Tingkat
Program/ Kegiatan Perangkat Keluaran Perangka | Perangkat | Tingkat Perangkat Program Capaian
Kegiatan /Sub (Output Daerah) Kegiatan t Dasrah Dasrat Realisa Daerah dan Realisasi
Kegiatan tahun s/d Tahun Tahun si (%) Tahun Kegiatan Target
2026 Tahun 2020 2021 2021 2022) s/d Renstra
Tahun (%)
2022
3 -+ 5 6 7 B8=7/6 =} 10=5+7+9 | 11=10/4
Persentase
konflik
pertanahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300,00% 300%
difasilitasi
Persentase
konflik
pertanahan
difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300,00% 300%
Jumlah
Fasilitasi Ganti 58 4 5 5 100% 7 1600,00% 28%
Rugi Tanah
PRGN Phaiahang s8 4 [ B 100% 7| 1600,00% 28%
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Dari Tabel T-C 29 diatas dapat diketahui bahwa semua
program/kegiatan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan untuk TA 2021 terealisasi dan memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Dan di tahun 2022 mengalami
peningkatan target yaitu untuk program Penyelesaian Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dan Program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Untuk program
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditahun 2021 tidak
anggarkan dan ditahun 2022 dianggarkan dengan target 50%.

Tabel 2.1.2.

Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Persentase areal

1 kawasan permukiman | kawasan kumuh 4,24 % 4,24 % 100 %
yang layak huni
perumahan dan Cakupan ketersediaan
2 kawasan permukiman | rumah layak huni 87,79% | 87,79 % 100 %
yang layak huni
Terwujudays
perumahan Persentase pengembang
3 | kawasan permukiman | yang tersertifikasi 50 % 50 % 100 %
yang layak huni
T e .
per\un..ha.l])“l dan Cakupan lingkungan
4 sehat dan aman yang 0,41 0,41 100 %
kawasan permukiman did dengan PSU
yang layak huni ukung
Terwujudnya Rasio penduduk korban
5 perumahan dan bencana yang 0 0 "
kawasan permukiman | memperoleh rumah
yang layalk huni jayak huni
Fasilitasi penyediaan
Terwujudnya rumah layak huni bagi
6 perumahan dan masyarakat terdampak 0 o o
kawasan permukiman | relokasi program
yang layak huni pemerintah
kabupaten /kota
Meningkatnya fasilitasi [ oo
7 m“m' konflik | oenyelesaian isin lokasi | 100% | 100% 100 %
Meningkatnya fasilitasi
Persentase konflik
8 penyelesaian konflik pertanahan difasilitasi 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya fasilitasi
9 | penyelesaian konflik :u“:hh fasilitasi ganti » . —
pertanahan tanah
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja Opini BPK atas laporan
10" | Dinas Perumahan dan | keuangan wrP wTP 100 %
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11

Nilai SAKIP B B 100 %

12

Level maturitas SPIP 2 2 100 %

TOTAL 100,00%

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada
tahun 2021, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 3 program rutin
dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan.
Program /kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 3
sasaran yang dijabarkan kedalam 7 (Tujuh) indikator sesuai Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, yaitu :

Tabel 2.1.3

Penilaian Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No e e un | Predikat
T e b B e | 424% | 424% | 100% | Sansat
yang layak huni
Terwujudnya Cakupan
5 Erumahan dan . ketersediaan 87,79 % 87,79 % 100 % Sangat
yang layak huni huni
Terwujudnya Persentase
3 kawasan per‘:ﬂlnmnn yang 50% 50% 100 % Baik y
yang layak huni tersertifikasi
Terwujudnya Cakupan -
dan lingkungan Sangat
4 perumahan . dan aman yang 0,41 0,41 100 % :
kawasan permukiman " . ' Baik
didukung dengan
yang layak huni PSU
Tormnjailm Rasio penduduk )
perumahan dan - tidak
5 - ! yang memperoleh 0 1] 0 dinilai
yang layak huni hrumah layak
uni
Fasilitasi
penyediaan
Tormyudnya huni bal;yak
6 perumahan dan masyarakat 0 0 0 tidak
kawasan permukiman fampak dinilai
yang layak huni -
relokasi program
pemerintah
kabupaten /kota
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e i - - ais '
100 % 100 % S"M‘F“
Meningkatnya fasilitasi henm! il - .
8 penyelesaian konflik pertanahan 100 % 100 % 100 % Sangna.]
pertanahen difasilitasi
Meningkatnya fasilitasi e
Jumlah fasilitasi Sangat
9 penyelesaian konflik ganti rugi tanat 7 7 100 % Bail
pertanahan
Meningkatnya .
BPK atas
akuntabilitas kinerja Oplni Sangat
10 | Dinas Perumahan dan | JAPoran wir b 100% | “mux
Kawasan Permukiman iy
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja .- Sangat
11 Dinas P gy " Nilai SAKIP B B 100 % -
Ka P ki Baik
Meningkatnya
12 akuntabilitas kinerja Level maturitas 2 5 100 % Sangat
Dinas Perumahan dan | SPIP Baik
Ka Permukd
TOTAL 100,00%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 12 (dua belas) indikator kinerja
sasaran dalam beberapa klasifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
¢ Terlaksananya dengan predikat “sangat baik” sebanyak 10
indikator
e Sebanyak 2 indikator tidak dapat dinilai hal ini disebabkan oleh
karena tidak tersedianya anggaran akibat penanggulangan wabah
Covid 19.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

berdasarkan pada Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di
bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang
meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, penataan
kawasan permukiman dan pertanahan;

2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan,

kawasan permukiman dan pertanahan;

4.Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
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S.Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pada RPJMD Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat mendukung
pencapaian sasaran Kepala Daerah pada misi [Il. Berdasarkan hal
tersebut diatas telah ditetapkan 2 (satu) tujuan strategis pembangunan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2.1
Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi

Bupati Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2021-2026

Membangun Mewujudkan Masyarakat yang | Pemenuhan penyelesaian
sumber daya | masyarakat yang | rukun dan | konflik pertanahan
manusia yang | agamais dan | berkeadilan Indikator:
beriman dan | berbudaya, aman, 1. Persentase penyelesaian
bertaqwa, tentram, dan izin lokasi
berbudaya, dan | tangguh 2. Persentase konflik
berdaya saing pertanahan yang
difasilitasi
3. Jumlah fasilitasi ganti rugi |

Mewujudkan Mendorong Pengentasan Mewujudkan pembangunan dan
perekonomian yang | pertumbuhan kemiskinan dan | kawasan permukiman layak
tangguh, berdaya | perekonomian penanganan Indikator:
saing, dan inklusif | daerah dan | stunting 1. Persentase areal kawasan

pemerataan kumuh

pendapatan 2. Cakupan ketersediaan

rumah layak huni

3. Persentase pengembang
yang tersertifikasi

4. Cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
didukung dengan PSU

5. Rasio penduduk korban
bencana yang memperoleh
rumah layak huni

6. Fasilitasi penyediaan
rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak
relokasi program
pemerintah
kabupaten [ kota

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026.
Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
dan proyeksi pencapaian pada tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada

tabel T-C 30 berikut ini:
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Tabel T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Indiloator Target Renstra Perangkat Rc?hm Proyeksi
Indikator | SPM/Stand | 'ndika o - Catatan
Mor | o Nostonal ";(“"‘3 Tahu | Tahu [ Tahu [Tahu | Tahu | Tahu | Tahu | Tahu | Analisie
e n n n n n n n n
2021 | 2022 | 2023 | 2024 2021 2022 | 2023 | 2024
, Jumlah
Pen
. i
rehabilita :orban
si rumah Sim
SPM cana 100 100 100 100 0 100 100 100
”"‘3] | yang % % % % % % %
huni bagi memperol
- eh rumah
bencana hhjun‘ki.
Jumlah
- s Warga
Fasilitasi
penyedia Negara
an rumah m]
v relokasi
Myuk akibat
huni bagi
masyarak e Belum
pr SPM Pemerinta 100 100 100 100 0 0 100 100 | Pernah
terjlﬁena““c h Kota % % % % % % | Dilakuk
relokasi yang : -
program A eh
i } penyediaa
sovinei n rumah
P layak
huni.
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting
yang perlu mendapat perhatian adalah:

1) Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan
pengembangan kawasan permukiman

2) Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-
100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses
sanitasi

3) Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan
sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan

4) Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam
percepatan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah.

S5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dapat
dilakukan adalah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, sehingga
diperoleh aparatur yang berkualitas

6) Pemberantasan daerah tertinggal dan terisolir. Hal ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan pembangunan yang terarah dan berkeadilan di
daerah tertinggal baik dalam hal peningkatan kualitas perumahan dan
pemenuhan ketersediaan cakupan air bersih, sanitasi, dan listrik.

7) Pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Wilayah. Upaya yang dapat
dilakukan adalah peningkatan pekerjaan pembangunan infrastruktur
dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) di wilayah perumahan.

8) Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai
pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas
database tentang Perumahan dan PSU yang dikelola oleh Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pasaman Barat.
Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembuatan database yang
terstruktur dan sistematis.

9) Program pembangunan masih bersifat parsial, belum ada sinkronisasi
yang efektif dan efisien antara OPD maupun instansi terkait. Untuk itu
perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang efektif serta
berkesinambungan dalam hal pembangunan perumahan.

10)Belum terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan yang tepat dan akurat. Untuk itu perlu dibuat sistem yang
baik dalam hal monitoring dan evaluasi pembangunan dibidang
perumahan

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 14,201,151,089,-
{fempat belas milyar dua ratus satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan
puluh sembilan rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2023.
Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan program
dan kegiatan serta sub kegiatan yaitu sebanyak 9 (Sembilan) program dan 15
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(Lima belas ) kegiatan serta 21 (Dua puluh satu) sub kegiatan yang telah
direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat
disajikan pada Tabel T-C 31 berikut ini:
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Telashan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 20323

F‘E!
1

PROGRAM PENUNJANG Bnp—n..u!:a s ooy PROGRAM PENUNJANG n-._.n_vaa gelapanan
_c..cE PEMERINTAHAN e ::5-_.::-25!. = 4.405.527.942 [URUSAN PEMERINTAHAN “nl_: ..E:-..-_ EE-.._I. n
AERAH KABUPATEN /KOT! DAERAH KABUPATEN /KOTA
—TMEATAEATVE
Meningkatnya pelayanan pelayanan
Administrasi perencanaan Administrasi
|Administrasi Keuangan kinerja Keuangan dan Administrasi Keuangan perencanaan, kinerja
Perangkat Dacrah administrasi dan sarana R Perangkat Daerah Keuangan dan - AL
prasarana perkantoran serta administrasi dan
penataan organisasi SAMANA Prasarana
|perikantoran serta
Dinas Perumahan, Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
I&n&lnh - Kawasan Permukiman |Menerima Gaji dan 3.188.723.842 !.a.&!.hz - Menerima Gaji dan |26 Orang/bul e h.u._
e dan Pertanahan Tunjangan ASN Jang Tunjangan ASN '
Jumlah Dolkumen
Dinas Perumahan, Jumlah Dokumen Has Hasil Penyediaan
”a!&l.. EE-.”.-- Kawasan Permukiman |Penyediaan Administrasi 345,804,100 ”a.u&l: EE_-NH._ Administrasi 50 Dokumen 345.804.100
laknansan Tugee dan Pertanahan Pelaksanaan Tugas AS lalnanaan Tugse Pelaksanaan Tugas
ASN
TEeTTITY Y
eningkatnya pelayanan pelayanan
r tministrasi B Milik Eﬂﬂohtiluna_ﬂohtb. Ad is | B “ancl! -
“"” . g administrasi dansarana R W””” L Pesng Keuangan dan " aanaey
prasarana perkantoran serta administrasi
penataan organisasi dansarana prasarana
Jumlah Laporan
|Dinas Perumahan, Jumlah Laporan usahaan Barang
”rng \a SKPD BN Kawasan Permukiman |Penatausahaan Barang Milik 09.000.000 ”“ﬂ“. SKPD i ”“.ﬂﬁ.""ﬂnngs_bg 09.000.000(
dan Pertanahan Daerah pada SKPD P SKPD P
eninglatnya pelayanan pelayanan
Administrasi perencanaan, Administras
Administrasi Ke pegawaian kinerja Keuangan dan Administrasi Kepegawaian |perencanaan, kinerja
Perangkat Dacrah administrasi dansarana AR Perangkat Daerah Keuangan dan w $8.000.000
prasarana perkantoran serta administrasi
nataan organisasi dansarana prasarana
Jumiah Orang yang TAng yang
Bimbingan Teknis Dinas Perumahan, Mengl Nm_ bi Tekni Bimbingan Tekni Mengikuti Bimbingan
Implementasi Peraturan Kawasan Permukiman Sarkaal Patut 65.000.000 (Implementasi Perat uran Teknis Implementasi |26 Orang 65,000.000
Perundang-Undangan dan Pertanahan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan




50.000.000|

22




Pemeliharaan Barang Milik
20.000.000 |Daerah Penunjang Urusan |Administrasi 100 % 20.000.000]
Pemerintahan Daerah perencanaan, kinerj
Keuangan dan
Penyediaan Jasa  Jumilah Ke
Pemeliharaan, Biaya
i} Perorangan Dinas atau
nanes an Popeh Kendaman Dinas
80.000.000 |Kendaraan Perorangan | Sadatass 20 Unit 80.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas yang
Jat Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Pemeliha Pe umlah Peralatan dan
40.000.000 |Mesin Lainnys sin Lainnya yang |60 Unit 40.000.000
Dipelihara
PROORAM Raslo _.nun_.m_...
241,750.000 |PENGEMBANGAN b a:_s.u-__ YR8 1100 % 200.000.000
PERUMAHAN e Falieh
m %Wﬁ?:
Rehabilitasi Rumah dan Rehabilitasi
241.750.000 Be e } huni bagl 2204 unit ramah| 11.200.000.000|
2200 Unit Rumah
Rehabilitasi Rumah bagi M._I.E. Rumeh Korban
Korban Bencana X ._.B.l n/K 000.000.000
Terchabilitasi
Jumlah Rumah bagi
_‘c:.'c :::::::::::: [l Korban Bencana
241.750.000 |korban Benca Kabupaten/Kota yang nit Rumah 200.000.000
Terbangun
PROGRAM KAWASAN Persentase areal
4.302.693.380 _EEBE kawasan kumuh 2,95 % 302.693.380
Peningkatan KUalltas 95 % 302.603, 380
Kawasan Permukiman
1|Xumuh dengan Luas di ?au._.-: arnal lnwacen 4.302.693.380 |Kumuh dengan Luas di vnaaﬂ:.ns pﬂn
Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Bawah 10 (Sepuluh) Ha R S
Perbaikan Rumah Tidak Kab. Pasaman Bara Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak
2|Layak Huni Semua Kecamatan, oioh Bassnis ek Lagaks 1.212.693.380 |Layak Huni Layak Huni yang 50 Unit Rumah 693.380)
_ uni yang Diperbaild
Semua Kelurahan Diperbaikd
Pelaksanaan Pembangunan Luas Permulkiman Kumuh Pelaksanaan Pembangunan |Luas Permukiman
Pemugaran/ Peremajaan Kab. Pasaman Barat, | ung Diremajakan/Dipugar Pemugaran/ Peremajaan Kumuh yang
3 Semua Kecamatan, 3.090.000.000 Dire akan /Di 58 H. 090.000.000
Permukiman Kumuh _uon:i Kelurahan Permukiman Kumuh maj Ppugar




n-.as.—bor




PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH

pertanahan difasilitasi

VIl GARAPAN 100 % 48.163.815
Jumiah konflik tanah Jumlah konflik tanah
Penyelesaian Sengketa — g Penyelessian Sengheta B&iaﬂresa
1 ¥ ¥ 100 % 48.163.815
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota i
Jumlah Berita Acara Hasil Jumlah Berita Acara
Mediasi Penyelesaian Mediasi Penyelesalan Kasus Mediasi Penyelesaian
Sengketa Tanah Garapan Kab. Pasaman Barat, |[Sengketa dan Konflik Tanah |Sengketa Tanah Garapan Penyelesaian Kasus
dalam | (satu) Daerah Semua Kecamatan, Garapan dalam | (Satu) 163.815 |dalam 1 (satu) Daerah |Sengketa dan Konflik |25 Berita Acara 48.163.815
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 'Tanah Garapan dalam
1 (Satu) Daerah
_ ‘EEEB\E
l%mﬂg Jumiah Fasilitasi Ganti PROGRAM PENYELESAIAN _LEEE-* ;,ﬂ_sun 180.633.812
GANTI KERUGIAN DAN _Dbx.: KERUGIAN DAN Ganti Rugl Tanah
X SANTUNAN TANAH 180.633.812 |SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBAN GUNAN UNTUK PEMBANQUNAN
Penyelesaian Masalah nyelesalan Masalah
Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Santunan Tanah untuk
1|Pembangunan oleh [P Tnalhes: geuti myp Pembangunan oleh umish Pasitivasi gunily 180.633.812
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
sainast Son Seinenioast Hun:i.nxlh ”-_-_.Eiuosa -] s.-E___ Masalah
Penyelesaian Masalah Ganti (Kab. Pasaman Barat, [ “RF00 BAO PR EE Penyelesaian Masalah Ganti o.w“uu oem
Kerugian dan Santunan (Semua Kecamatan, | W00 < oF 180.633.812 [Kerugian dan Santunan e - ] 20 Dolcumen 180.633.812
Tanah untuk Pembangunan |Semua Kelurahan E_Eua- Dasmh. Tanah untuk Pembangunan |* M— _Eﬁﬁn
oleh Pemerintah R — oleh Pemerintah S
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2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat
Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan  Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan
permukiman dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga
memfasilitasi agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi OPD yang melayani
masyarakat.
Proses yang telah dilakukan dalam menampung aspirasi serta menelaah
semua usulan program yang akan dituangkan dalam Renja OPD 2023 adalah :
1. Menampung aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang kecamatan dan
Forum OPD.
2. Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lokasi yang diusulkan serta
melakukan pengukuran.
3. Menuangkan usulan program tersebut dalam renja dan DPA OPD.
Berikut ini disajikan pada table T-C 32 tentang usulan program dari
masyarakat:

TABELTCR2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangiu Kepentingan Tahun 2003
Kabupaten Pasaman Barat
Program /Kegiatan /Sub Besaran/
KODE ! - Loksai Indikator Kinerja b Catatan
dan Rebabilitas)
10402203 Korban Bencana stan
Rehabslitas: Rumah bag \Jumiah Rumah Korban Bencana 12200 Unit
10402220301 Pasaman Barat |kat /Kota yang Tesehabili | Rt Musrenbang
Rumah bag lJumish Rumah bag Korban Bencana 4 Unit
10402.2.00 04 t‘ L S |Musre nbang
Kualitss Kewasan
104032.03 Kumuh dengan Luas di
10 [Sepulub) Ha
10403 203 |mu-n—snu_n— [Pasamen Burat  |[Jumish Rumeh Tidak Layak Huni yang 10U i & Musrenbang
Prlaksanaan Prmbangunan Prmugaran, |Luas Permukiman Kumuh yang
10403 200 06 n it |Pasaman Harat - —— lﬂlh | Pokir & Musrenbang
10404 201 Perumaban dan Kewasan
Kamuh pade Daerah
Sk Tk Lopuk: Bl Jumiah Rumsh Tidak Layak Huni untuk
P Ty Pencegaban Terhadap Tumbuh dan 100 Unit
|iosos 20101 n’:'."'"'l"'"‘- Pasaman Huat Permukiman Kumuh & Luar | Pokir & Musrnbang
dengan Luas di Bawah 10 SR
He 10 (Sepulub) Ha yang Diperbaiki
Penyelen graraan
104 052.01
Penyediaan Prasarana, Sarana, den Lokas: Perumahan yang Disedialan
1040520102  |Uhilites Umum di Perumahan untuk Barat Sarana, dan Utilitas Umum yang |20 Lokas: & Musrenbang
1 Human Hunian
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGEAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang akan
dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020-2024, yakni:

1,

< I

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang
dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya
ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja,
ekspor, dan daya saing ekonomi.

. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan

pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada
pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas
dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,
meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta
mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan
karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.

Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta
transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa penekanan dan skala
prioritas RPJMD kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1.

N P » PP

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,
Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan
falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah

Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan.

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah
serta ekonomi berbasis digital.

Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan
dan berkelanjutan

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang
bersih, akuntabel serta berkualitas.
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Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada tahun 2023
dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat
Tema REKPD Provinsi Tema RKPD Kabupaten
Toms NP Tehua 2080 Tahun 2023 Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas dan | Peningkatan Produktivitas | ©oraecatan produktivitas

Transformasi Ekonomi yang Sektor Strategis menuju S— unggulan un

Inklusif dan Berkelanjutan Transformasi Ekonomi L “"‘w m"“"‘”‘bem“’““,m

Persandingan Prioritas RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten

publik yang bersih, akuntabel
dan berkualitas.

Prioritas RKP Tahun Prioritas RKPD Provinsi Prioritas RKPD
2023 Tahun 2023 Kabupaten Tahun 2023
1. Percepatan penghapusan |l. Meningkatkan Kualitas Sumber| 1. Penigkatan kualitas
kemiskinan ekstrem Daya Manusia yang aehaft. pelayanan bidang kesehatan
S i fon e berpenp:ihnt:n.telmpﬂdan dan pendidikan
sumber daya manusia ) 2. Peningkatan infrastruktur
(SDM) dalam hal 2. Meningkatkan tata kehidupan dasar dan mitigasi bencana
kesehatan dan idi sosial tan,
— mm adat 3. Meningkatan produktivitas
3. Penanggulangan basandi syarak, syarak basandi dan nilai tambah pertanian,
pengangguran yang kitabullah peternakan dan perikanan
decent job 3. Meningkatan nilai tambah dan |4- Pengentasan kemiskinan dan
: peningkatan pemberdayaan
4 produktivitas pertanian,
4. Men_dorong pemulihan perkebunan, peternakan dan masyarakat
. - o perikanan 5. Mendorpng perturpbuhgn dan
5. Revitalisasi mdua!n dan 4. Meningkatkan usaha pemulihan d‘uz_na usaha dan
penguatan riset terapan perdagangan dan industri ekonomi kreatif
gmdukn'vim Se—— kecil/menengah serta ekonomi | 6. Peningkatan pengamalan
o berbasis digital ajaran agama, nilai-nilai lnhur
- Elkonomi hijau 5. Meningkatkan ekonomi kreatif | dan budaya
7. Percepatan pembangunan dan daya saing kepariwisataan |7, Peningkatan tata kelola
infrastruktur dasar, antara pemerintahan yang baik,
lain air bersih dan sanitasi [ [MET LOLIEAN PEPRENER | bergih dan inovatif
dan berkelanjutan
7. Mewujudakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
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3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain
menjalankan program rutin, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
PertanahanKabupaten Pasaman Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam
penyusunan program pengambilan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Secara umum, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, seperti terlihat pada
tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

Target
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Kinerja
Sasaran

2,95%

86,89%
Persentase Pengembang Yang 60%
T ifikasi

:
E
:
:
:
g
:

Pengentasan kemiskinan | dan aman yang didukung 59%
dan Penanganan Stunting | dengan PSU

mahan dan
wasan
ukiman yang Rasio penduduk  korban

pemerintah kabupaten/kota

Persentase Penyelesaian Izin 100%

Posnecahen Masyarakat Rukun g pertanahan

2 [Penyelesaian Konflikj , “¥a% yang e 100%

o——— Jumlah Fasiitasi Ganti Rugi | o

Tanah

Meningkatnya Opini BPK Atas Laporan WTP
A
3

ke aho) akuntabilitas kinerja | Keungan

3 pr":["“:'"“"“l "1 Pemerintah Daerah Nlai Sakip
ovatif Pengentasan kemiskinan

dan Penanganan Stunting

Level Maturitas SPIP

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 mencakup 9 Program dan 15 Kegiatan
serta 21 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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* Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
¢ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
¢ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
* Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
*» Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

8. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten /Kota
¢ Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha
¢ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
e Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
10.Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten /Kota
*» Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

PROGRAM PENINGEATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
11. Urusan Penyelnggaraan Perumahan
* Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,

KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

12. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat kemampuan Kecil
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* Koordinasi dan Singkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi
Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Vil. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
13.Penerbitan Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota
¢ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal
dan Kemudahan Berusaha

VIIl. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
14.Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota
e Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten /Kota

IX. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN
15. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
* Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota
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_ —i?iguvﬁ.. dan Pertanahan lembar dari 5
Urnsan/ Bidang Realisasi | Prakirsan Capaian Kinerja dan Keranghs Pendanaan Prakirean Maju Rescans |pg,, . uat
Urusan/ Program/ Capaian Capalan Kelompo Tabum 2024 Deerah
Bods Keglatan/ Sub Sub REPD Target  |rurget Sumber Prioritas k Bassran Penmaggung
Eeglatan —ry REPD  |g009 Pagu Lolmel | oone —— 1 Terget | Pagn ndilmeit|, o
T..C Administrasi Umam
o o ) PS—— Segn — ey |
administrasi
Penyediaan Komponen Kab. Dana Transfer ningkat kan Dinas
natalasi Instalasi Pasaman Dana Daya kelola Perumahan dan
1 jo4|01|2.06 |01 |Listrik/Penerangan Penerangan |60 Paket 000.000{Barat, |Alokasi Umum Yang -!II! |60 Paket 6.000.000|Kawasan
Bangunan Kantor Kantor Semua Berkualitas Dan baik, Permuliman
D‘ll.i Kecamatan, Berdays Saing dan
Paket Kab. Dana Transfer Dinas
Penyediaan Barang Cetakan dan Pasaman  |Umum-Dana Sumber Dayn kelola Perumahan dan
1 [04]01/2.06 | 05| Cetaknn dan Penggandaan yang |60 Paket 35.000.000{Barat, Aloknsi Umum  [Manusia Yang rintahan  [Poreeiontl o, oot 35.000.000|Kawasan
Penggandaan Disediakan Semua Berkualitas Dan bailk, i Permukiman
Kecamatan, Berdaya Saing dan
Laporan Kab. _UII.?-I'.. Me ninglat kan Dinas
Rapat Koordinasi dan le nggaman Pasaman |Umum-Dana Sumber Daya kelola Perumahan dan
1 |04 01}2.08 | 09| Konsultasi SKPD Koordinasi |50 Laporan 184. Barat, Alokasi Umum  [Manusia Yang perasiosal |o, | aporan 84.000.000|Kawasan
Konsultasi Semua Dan baik, Permulaman
Kecamatan, Berdaya Saing  |bersih dan
Barang
Daersh
Urusan
1 rouﬂ.l ‘.-EE_. 100 % 152.000.000| 152.000.000|
administrasi
Unit Kab. l_llo!-i Dinas
Peral Peralatan dan Pasaman |Umum-Dana r Daya lola | Perumahan dan
|04 -.u._s.ﬁ Pongadeta Mesin Lainnys yang Unit Barat, Alokasi Umum Yang Poralaten Unit 52.000. Kawasan
Mesin Lainn® IDisedialun Semua Dan baik, [l Musla Permukiman
Kecamatan, Berdaya Saing dan
—,lu-_lll.-l Meningkatnya
Urusan pelayanan
Daerah
1 [o4jo1/2.08 FoTSumaa. 100 % 100.000.000| 100.000.000
kinerja Keuangan
administrasi
Penyediaan Jasa Laporan Kab. Dana Transfer  |Meningkatkan |Dinas
Komunikasi, Sumber |Penyediaan Jasa Pasaman |Umum-Dana Sumber Daya kelola Penunjang Perumahan dan
|04|01]2.08 |02|Dayn Air dan Listrik Komunikasi, 12 Laporan 000, Barat, (Alokasi Umum  |Manusia Yang Urusan 12 Laporan 50.000.000 Kawasan
Sumber Daya Air Semua Berkualitas Dan baik, Kantor Permulkiman
Listrik yang Kecamatan, Berdaya Saing dan l—
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1
atau Kendarsan Dinas
Pemeliharaan
1]2.00 | 06{ Permiatan dan Mesin
Lainnya
FROGRAM
o | PERUMAHAN memperoleh
rumah laysk huni
Pembangunan dan
Rebabilitasi Bumah |penyediaan dan
Bencans Rumah
Relokasi huni bag
Progras
Kabu paten /Kota
Kortmn Be Hencana
1 |o4|02|2.00 e_.ll e
Terehabilitas|
Rumah bagl
Korban Bencana
1 |04 |02|2.00 g_ilji Kabupaten/Kota
gl Kedtnn Miasmne Terbangun
-“n PERMUKIMAN kawasan kumuh [
1 Peninghatan arcal
Kualitas Ka 3! h
Pormukiman Kumuh
Luss di
umlah Rumah
Lagnk: lyang Dipertmilki
laksanaan
Pembangunan Kumuh yang
Pemugaren / Diremajakan/Dipugn
?i r
Permulaman Kumuh




HIL

Cakupan
Lingkungan Yang
POV | hat dan Aman
s didulcung
Penyediaan Prasamna, Lokasi
Sarana, dan Utilitas yang
di Perumahan
untuk Menunjang Sarana,
Fungsi Hunian Utilitas Umum
PENINOKATAN Pengembang Yang
Tersertifikasi
dan
bagi
stan Badan
yuag Persentase
dan —vou‘lra.‘ll
tersertifikasi
Perencanaan
Barans
dan Jumlah Laporan
Koordinasi
rhitan Sertifikasi Sinkronisasi
Registrasi Penerbitan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan
implementasi tahun ke-2 dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara
simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus
mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak yang diukur melalui
persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan
diterjemahkan kedalam 8 (delapan) sasaran prioritas pembangunan melalui
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Berikut ini Rencana Kerja dan
Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 pada Tabel 4.1 Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun
2024 Kabupaten Pasaman Barat :

37



Fraiuraae M. Gpnd gy | ghon

Uruian/ Bulang Uraian/ —_— Torgen Akhr|  Raslnani 'In_ Capoion Emann S0n Lengnghe Rundongen
Program/ Regatan/ b - Porode | Capman RUPD R
Cogarta Ropiten/ Wb ogenen | i | vabenzon rllll.l- Tonger 220 | Pugu s
1] URUSAN FEMERSVTAMAN WA/ YANG BERLATAN DENGAN SLAYANAN DASM
1 Joa URUSAN FMRST a0 4AN B ANG MBS AN AN € ARALAN SRS S AN an
L Sapae ey
-A—“ URUsAN e Lt : LY N Aar U7l
ANAN e ot S
Mpnanghmay
Py Agws ot e
PR Al e s
2 .EI-II‘ e . s s ea
) g
s pe st e
g am
-
bt b aguman tes
ramiah (v sy yong wswier Umys
Ll R s P et A Ll B
s jon |2aa fjon Moo (ane 330 X Ommgiafe LTS
- Tansngn AN ereng Betusanpe 1 b r
(LS 2
[N Y
ramiah (s Bwm Sewas
Ao 2Ty
- | ~E-l—-__. etz A3 e | ) Uoe ey 004 00 K et
Sonam st e aen Tugan ASN e
[
Meghateys
e e Moot
Aduinbuei & e II'-I
] 200 ﬂ‘I .lllll--.l..lll L . s 6 o0 aocf
e e L
- e
Seganans
b B
ramigh | w4 [T ]
ﬂll'—il-.' s perer e | ang Mia
200 g aranae b g gV o MR AN s
sehin Wi Daee ob paty 500 [ _
——
k)
e ghny s
penyara Adwoat
| Adrann tras: Kapeganaan | - - o s
- | Peranghat Daerst L e T e - - - w——
P PRI B
—ta per ot aan
et Lot
rammigh (v 9ng yong LR
[Brtng o Tobna Mengdut bembeng [T ] ']
1 | — Tema ey s, 00 000f wex
[ berandang Undengan e g1 Bl e
ndsnge L 2




Urersm, Bedang Urosee [F———— v e Capmar Leens 200 Lrargiu Fondor s
Ragatan - - b -Il“ SN Tagm ~_ | ndnsed [rees St Jaras —
’ ' Tehun 2022 oy e [ Do
Memmghst 2
e Niw
e A b
P s e atona
=t pengt
e
L e b P | M g o » . -
L S o g ] bvm wmis | Dans ande ssmber Gaya - -
| memae | wra Seme e pr | L dra e g @ b w inarase | Jmem Cans WAt Vang I _-
banganae 1y Bsngunsn 1 st poy; -1 Aokan U, w Letusn oW
e Wghgrgh e i dmy s bang
Lad Poaaran
amigh Pl hw g St P— - g Lty
e ety S 1ol perernthr |permea s
oa Jor [ 208 s | Sammng Cotutons | Cutein i @ b 14000000 toxsmaten | U Ousa Youg e pam—s
[ e el ——a Ak wy U et sam L o '
edte [ -y
ok 1 Praman Mg b -
B PPy Py " v b wwus | Dama Trandfer st Duya ..._ shel
|08 it dae (omte Sepafiend fys 0 Laporan Lmyratee | Jmuw Uaes e wa Yo B H—
hp - - N U om
Conualee A 2mm Ao d
e [betma bang
Managhgnye
iy o e At oy
o | P ke
I-Il..l PUST— - j
Dearsh B A 3
ey
WV P
g
P P | M Gumaan
B i s
» et st e g bom e | Dams Lande | nsmtar Dy - .
s |0 u.i.’[} - G Mo sy b una 142 000000 e amatan | Umem Ouns i oS3 yong bk, bersh
ER o T Sy Mgy i w e o,
[ bedays ey
Memghst- 2
Py St e
o e s Ao
_- __ - teurge i w0 _--____-L
[y — admenal g S
T e
Raitl ol
g
romigh Lagecan 0 s e o gamrs v " -
Ealaat e e pdar e bre ey | Dana Tande esmer Daya " .
omundre uebe Jap | tomenisn St L Laposn 200 A0 Ko st g Daes hae 5 Vang yong hak, bersh
2 e Coyps A da Lmra T Acam - bertoan Lo -
yog U o L Sednys tang
L Paawa Mg g e v
rl = rtll..l.l..l l--.:_.l.... Camalemde  |Sumber Doy .rl..ll.l!.l_ t .
o 00 | 208 = T - 2 Laporw 00N L et | Dmom Dams Wiewa Vg td
\ ﬂr Ay ey Ay S ierisanle D o
o




Fraraar Mas Rencoes | aher

Prowrase
Uroran, Badang Uravam/ RPS—r— Torget Aihe | Rasinm Cpeian Keirpok 0
PP S B | gty S gt “ n.."“.- red PO e .= [ e [T
’ Yoo 2027 | 1S9 IR Poge . Novond Dowrsr
Menagigyy
ey 308 N
ey Perencanasy dvera
Ml Daersh Pemungang | g e 120.000.000]
PUEDUPOARa PORAp— - _——
Dseah IR pertatony
Ll ool =
orjamnse
Rl et Y] Pk Lendwasn [e— Mo gh
Pemihann, S Pssmnges Dine steu “.II Omalade  |SemberCige ”t!_.l. -
"”IIII{ n.lll‘.ool_l Unit 00000000 Aecamaan | Umam Dana Wl g —l"_ P — ¥ 20 Una 0 o0 oo
ity v - ' fom.y Nokas Ysmm berrusien Do o
¥ Wyt sh e derdm ang
L mavan M gi sty » -
romigh by rsian i bon Semys | Dons Trder arer [ays
Bt R L Mada - poope Y e Yy il-lll.li—.ll.i © Ust amaons
Mo Larya ——a S, | G i yang bad et |Daear
Upeihars ] A Joaw bevavanle e
sy sy S imya sy
o pend.det ioraw
ml .. w0 o w 229 999 999|
iy s A
vty pe i
L 1 et bury
[ oy b by
Bomcamsmtzs | mam s e w 1200 900 009 109000 99|
Pragram oAy program
Bl ol
abupsten Loty
rimigh bgmgh Lorpy :
4‘!.!!..-.- Semams ENea e a0 oo ﬁ_r.. oy bevens ﬁf
4 Lorbam bew Lbupsten Wots yang LY 3 P -

]"-
Lot X

T

I

i

:
_f_i_i_




rsiraae e = Praiurase Mas Rencaes lahen
Uraia, Budang Uresan/ — Torget Alher | Raae s _ CGpin Beep 2004
- ’ P gt Wb eyt — i E- 1 gt REBC Praprtsn S
Cogutar D | Thentort | CE II.IL sage irdasd Lok borber Do e — — gt | Pagu indiant
Dens Temnder
Umum Dana
Me—perbu e
_— ..F.”I! O.Er!l eaeaiter Uand {Il.-l —
ertsi s bamah Tae [TEY] Fuh Gudang Mo 3obang | mempunys | 190 Una
gt Loy e pang a 0 Kecammten. | pgmahan dan fngesboges  [Prnthue B4 & et | e 1012 e ey
P - [—— ‘ o pemberdayas
e g [T r——— S m
B ot e B
-y
& Mg parivg ot N | ray v st
Ears D L FIRNE 7Y i |
L R I brm ey | Dans lander D BT
...... 4{":' famh pang 0 000 000 Ko patan. | Umsw Dana ———— o= gams Llp.q“””l PR |
b L P % o T e Ak s U v O‘- pemterdayar ,
. iy, 3n 9 Dnr g | ¢ ammah
FLRUMAnA N
g e setesud o
|os AWALAN wo 20va.976.000 2070976000
—.llll.l.l. S
FPoremahor
L e e
1 odjoe b pads Dosrah ® Layuh ot 196000 1% 976.000|
bt Koty
somist bimar Tam
b Bamah T [
Ly s o antal - Tenaiag s
B ag et e et Taminah 4o st Paurae P s et
Tumtnah 3o Sertarbongeye W0 Uit Sut. Suwe | Sum Sunte M- sbang i __l_-llilll Uma
| bevammt wngny s LS v . i’lnll Umm Dang - g ANk |A 20w 70004
Permhan Lamut 0 Ll | Lo Lemrae s Achre Umyr I Dan perberdmy a0
[ UE S e P [
Lomuh semgam (und e ke X )
Boash 10 Tmpsiah s e e ]
seetas
PROGRAM PLMNGRATAN| o o
ﬂ.ﬂ UTUTASUMUM | yang detbng g -.-IJ 41 999 000
el oy
Cmgpen  aghang e
Penyslenggaraan | i et e A _
- TR Peromaban pang deLtang deuge E._
~
amidah | s ‘ Mgt o N
_{l‘ll! Lo AL AR 25 IR [ ——— ELE TV IRV ¥ ings dos Lt et 208
Srana 4w Utdte Vs | Dasdaion Srasrana M- dubing | yang e gt
o & K Fu = A am . Umgw Dama | e b Lokas oﬁiJ
| Memsngrg benge tunm | smum pang Meng ey lacnom Dae . b geres g
Fange Hunan s, o 0 Do
FROG RA W




i

Praimesan Mags Rencana

il

2500000
s e Utn e
-
Lo 480 mbenam | 0
Suummbuns fumubiton et v
tiamy S Aoty = o W00 ooy
]
‘
[musan FEM RN AMAN WAIB YANG TIDAR BURRA! T AN DINGAN FILATANAN DASALE
[ VEUBAN PUMLENTAMAN B DANG PLETANAHAN i

e

~ = | = =]~

Oalam 1 vote) D aeesh e e t o A o TLA08. 100
1 cordmm don b mam
0 e faon Jon | PO [NSS—— o a8 vof
et o beraw g
2 ‘n L Y el
P e s e garts
PR IR Tarak Guapar dssw L 1Y CERITY I

iy

¥ anghs sl




Priarase M Remcars | shun
e isred [P [T r—— I.l" Capasr Kmers dam Wrangia Pomdariaen — l“!
b PP Bt/ & | gty g | T |Gt GO v | [ Sowarn
Logutar TPIMD | Vo 0t | e 2022 | TR Page indant o Sumber Jans Taget | Page indiant
e Dok e
@ don Sk oedamm
Sovton ame Lak Fraan Mgt !
{Iu..[r Ll e L Borst femus | Gana lemdter 2 b ] ’ sy o ot
2 oo fos faon a2 :.F..._.illl_al!.l Gt gy am g Cobame e o T e ad gl "I TR e
Py .- L FET RS . ¥ — Aot Yy Tomdorm, Hol P rug
. pangan e ah Lhars o By 2 3 BB gy
g e L aer
Caapse v ots
[T XY T |




BABV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja,
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja
ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait.
Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program
dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala
kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai
penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka tindak lanjut (follow up) menjadi
suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak
hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (feedback) yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa
mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah
dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui
perencanaan yang terintegrasi.

Simpang Empat, Juli 2022
Plt.

ASRI HAMDI, ST
Pembina / IV.a
NIP. 197611232005011012



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/6(0b/BUP-PASBAR/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 perlu dibentuk
Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana
Kerja diawali dengan Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023,

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-
2025;

12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2005-2025;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

16.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Melakukan koordinasi dan integrasi dalam
pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023; dan

2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap
kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023.

3. Melaporkan  pelaksanaan  seluruh  tahapan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023 kepada Bupati.

B. Sekretaris

1. Melakukan penyiapan koordinasi dan dokumentasi
administrasi dalam pelaksanaan penyusunan
Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2023;

2. Melakukan koordinasi dengan Anggota dalam
rangka pelaksanaan rapat koordinasi;

3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman



dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023; dan

Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka
menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023.

C. Anggota
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10.

Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan
petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang
terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2023;

Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian
kinerja Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2016-2021;

Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis
penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada pada
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi
dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi
tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman
Barat;

Melaksanakan pembahasan, dan juga identifikasi
penelaahan atas isu strategis yang berkembang di
masyarakat;

Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan
perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023;

Merumuskan indikator dan target kinerja program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
sesuai dengan kewenangan,

Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah
data yang dibutuhkan dalam penyusunan
dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat 2023;

Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh
masukan dari pihak terkait lainnya untuk
penyempurnaan Rencana Kerja;

Melaksanakan seluruh tahapan dalam
penyusunan dokumen lengkap Rencana Kerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023 ; dan



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran yang tercantum pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal %0 September 2022




Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor : 188.45/ rgL /BUP-PASBAR/2022

Tanggal : 30 September 2022

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Jabatan Dalam Tim Nama Jabatan

Ketua Asri Hamdi, ST Pit. Kepala

Sekretaris Eli Martona, S.Si, M.Si Sekretaris

Anggota Wildan, SH, M.Si Kabid Perumahan

Anggota Elifsan, SH Kabid Pertanahan

Anggota Mudirman, SE Fungsional Perencana

Anggota Zakial Himmi, ST Fungsional Teknis Tata
Bangunan dan
Perumahan

Anggota Popi Jasmiati, ST Fungsional Teknik Tata
Bangunan dan
Perumahan

Anggota Irsamora Fungsional Analis
Kebijakan

Anggota Berhat Nanang Kesuma, ST | Fungsional Analis
Kebijakan




